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BERITA

NOMOR 17

DAERAH

KABUPATEN CIANJUR
TAHUN 2000

Muenimbing

Mengingat

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 17 TAHUN 2009
TENTANG

TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERIA ENIT ORGANISASL

vl

bt

DI LINGKUENGAN INSPEKTORAY IJAERAH
BLIPATT CLANIUR.

balhwa dalam rangha pelaksannan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun
2007 tenlung Pedoman Orpanisasi Peranpkat  Daerah,  Pemerintah
Kabupaten Clwvwr wlah membentuk Inspektorat Daerah berdasarkan
Peraturan Daerih Nomwer 07 Tabun 2008,

babwa berdasarkan pertimbancen sebagaimana dimaksud pada huruf a
sesual denwan Pasal 113 ayvat (23 Peraturan Daerah Nomeor (7 Tahun 2008,

perlu menetapkon ludas, tungsi dan tata kerja Inspektorat Daecrah dengan
Peraturan Bupiti,

Undang-uadane Noemor 14 Tahun 1950 tentang  Pemenntahan Daerah

Kabupaten Thalwm Linghungan Propinst Jawa Baral {Benita Negara
Tabhun 195 Nomor 437,

Undang-undang Moonar 8 Talun 1974 tentany. Pokok pokok Kepegawalan
sebegannana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999
entang Perubabon A Chubing-undane Nomor 8 Tabun 1974 1eniang
Pukok pukoh Kepevwwaian (Lembaran Negara Tabun 1999 Nemor 189,
Tambalon Lemburan Nepava Nomaor 313904

Ulndang-Unding Somee 320 Tabun 204 tentang Pemerintahan Baerah
(Lembaran Negar ithon 2004 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara
Nonwr 437 < hagsimana welah dinbah dengan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2005 sentung Penelapae Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nownor & Tohun 2005 eptang Perubahan Alas Undang-Undang
MNomor 32 Tahun SO0 tentiny Ponerintalan Daerah menjadi Undang-
endang (Lembarne Seeara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor H08
Tambalum Temdaeran Nezura Republik ITndooesia Nomor 43483 jo.
Undang-Undunge Neawy 12 Tuhun 2008 lentang Perubaban Kedua Alas
Lindimg-L ndany Newer 32 Tabun 2004 tentang. Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negaa iahon 2008 Momor 39, Tambahan §.embaran Negara
Nomor 484475:

Undang-t ndang Nomwor 33 Tuhun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintuh Pesat [ Dacrab (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 125, Tambalwny Lembiaran Negara Nomor 4437);



Menetapkan

10.

1.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 fentang Pembagian Urnsan
Pemerimtahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, Dan
Pemerintahan Dacrah Kabupaten/Kota (Lembaran MNegara Tahun Nomor
87, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pernerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedornan Organisasi
Perangkat Dacrah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 8%, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741},

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petimjuk
Teknis Penataan Organisasi Perangkat Dacrah;,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman

Teknis Organisasi dan Tata XKerja Inspcktorat Provinsi  dan
Kabupaten/Kota,

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2001 tentang Tata
Cara Penyssunan Peraturan Daerah dan Penerbitan lembaran Daesah
(Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 43 Seri ) sebagaimana ielah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun
2006 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerzh Nomor 02 Tahun
2001 tentang (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 02 Seri Dy,

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2008 tentang

Urusan Pemnerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 03
Sen I;

Perawran Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 “entang
Organisasi Pemerintahan Dacrah dan Pembentukan Organisasi Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 07 Seri D).

MENI_UTUSKAN :

: PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS FUNGSI DAN TATA KERJA

UNIT ORGANISASI DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal |

Dalam Peramran Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1.
2.

Dagrah adalah Daerah Gtonom Kabupaten Cianjur.

Daerah Otonom adalah Kesamuan masyarakat hokum yang mempunyai
batas Dacrah tertentv berwenang mengatur dan mengurus Kepentingan
masyarakal setempat menunit prakarsa sendii  berdasarkan aspirasi
masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia,

Otonoms daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom
unfuk mengatur dan mengurus sendiri wrusan pemeriniahan  dan
kepentingan masyarakal sctempat sesnai dengan peraturan perundang-
undangan.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan daerzh otonomn
oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerash menurut
azas desentralisasi.

Pemerintzh Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah otonom sebagai
Badan Eksekutif.
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6. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemermtaban yang menjadi
hak dan kewajiban setiap tingkatan dan atau susuman pemerintahan
untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tecscbut yang
menjadi kewenangannya dalam  rangka melindungi, melayani,
memberdayakan, dan menscjahterakan masyarakat.

7. Bupati adalah Bupati Cianjur.

8. Perangkat Daerah adalah Organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah

yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam penyelenggaraan
pemerintahan.

9. Sckretaniat Daerah selanjubnya discbut Setda adalah Sekretariat Dacrah
Kabupaten Cianjur,

10. Sekretaris Daerah adalah Sckretaris Daerah Kabupaten Ciangur.
11. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Cianjur.
12, Inspekiur adalah Kepala Inspektorat Dasrah Kabupaten Cianjur.

13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawzi Negeri Sipil
vang diberi tugas, wewenang dan hak sccara penuh oleh pejabat yang
berwenang untzk melaksanakan Xegiatan yang sesuai dengan profesinya
dalam rangka mendukung kefancaran tugas dan fungsi Inspektorat;

BABTI
KEDUDUKAN TUGAS, FUNGSI INSPEKTORAT
Bagian Pertama
Kedudukan
Pasal 2
Inspektorat Dasrah berkedudukan di bawah dan bertanggungyawab kepada
Bupati dan secara t¢knis adramistratif mendspat pembinasn dari Sekretaris
Daegah.
Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi
Pasal 3

(1) Inspektorat Dacrah mempunyat tugas melakukan pengawasan terhadap
pelaksanaan urusan pemerintahan di dasrah, pelaksanaan pembinaan atas

penvelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan wrusan pemerintahan
desa.

{2) Dalam wmelaksanakan tugas scbagaimana dimaksud dalam ayat {1),
Inspektoral Daerah menyelenggarakan fungsi :

a. perencanaan program pengawasan,
b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; dan

¢. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaizn pelaksanaan tugas
pengawasan.



BAB 111
ORGANISAST
Bagian Pertama

Unsur-Unsur Organigasi

Pasal 4

Unsur-unsur Organisasi Inspekiorat Dacrah, adalah sebagai berikut :
a. Unsur Pimpinam adalah Inspektur;
b. Unsur pembanty pimpinan Sekretaris;

¢. Unsur pelaksana adalah Inspektur Pembantu, Sub Bagian, Scksi, dan
Kelompok Jabatan Fungnional

Bagian Kedua

Susunan Orgamigasi
Pasal 5

(1} Susunan Organizasi Inspektorat Daerah, terdiri dar -

N

b,

Inspektur;
Sekretaniat, membawahkar, -

b.1. Sub Bagian Perencanaan:
b.2. Sub Bagian Evaluasi dap Pelaporan;
b.3. Sub Bagian Administrag; dan Umnum.

Inspektor Pembantu Wilayah I, membawahkag -
.1, Seksi Pengawas Petnerintah Bidang Pembangunan Wilayah E

¢.2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan Wilayah I;
3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan Wilayah [.

Inspekiur Pembann; Wilayah I, membawahkap -

d.1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan Wilayah II:
d.2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan Wilayah II:
d.3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan Wilayah II.

Inspektur Pembantu Wiltayah I, membawahkag -

¢.1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan Wilayah III;
¢.2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahag Wilayah IH;
¢.3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan Wilayah II.

Inspektur Pembantu Wilayah IV, membawahkan :
f.1. Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pembangumman Wilayah Tv:
£2. Seksi Pengawasan Pemcrintah Bidang Pemerintahan Wilayah IV :

f.3. Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Kemasyarakatan Wilayah
TV,

Kelompok Jabatan Fungsional,



BAB IV
TUGAS INSPEKTUR
Pazal 6

BAB V
TUGAS DAN FUNGSI UNIT ORGANISASI DI LINGKUNGAN
INSPEKTORAT
Bagian Pertama
Sekretarjat
Pagal 7

Pasal &

(1} Dalam melaksanakan lugas sehagaimana dimaksud pada Pasal 7
Sckretariat menyelenggarakan fungsi :

a, penyiapan bahan keordinasi dan pengendalian rencana dan program
kerja pengawasan;

b. penghimpunan, pengelolahan, penilaian  dan penyimpanan laporan
hasil pengawasan aparat Pengawasan fungsional daerah;

¢ penyusunan bahan data dalam rangka petnbinaan teknis fungsional;

d. penyusunan, penginventarisasian, pengoordinasian data dalam rangka
penatausahaan proses penanganan pengaduan;

¢ pelaksanaan urusan kepegawaian, keuanpan, surat menyurat dan
rumah tangga.

{2} Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana tersebut pada ayat (1),
Sekretariat dibanty oleh -

2. Sub Bagian Perencanaan;
b. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
<. Sub Bagian Administrasi dap Umum,

Pasal 9

{1) Sub Bagjan Perencanaan, mempunyai tugas :

3. melakukan penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan
seauai dengan program dan kegiatan Sekretariat,

b. melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/
Program kerja pengawasan,



d. mefalukan penyiapan bahan Peniyusunan evaluasi dan laporan pragram
keogiatan Inspektorat:

£ melakukan fugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan
ketentuan dan/atay Pperaturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan, mempunyai tugas

4. melakukan penyusunan Tencana program dan kegiatan Sub Bagian
Evaluasi dan Pelaporan;

b. melakukan Pengumpuian, pengolahan, penilatan  dan Penyimpanan
dokumen laporan haaij PeNgawasan aparat pengawasan Tungsional;

©. melakukan pengelolaan administrasi pengaduan masyarakat;

d. melakukan penyiapan bahan koordinagi peryusunan laporan program
dan kegiatan Inspektorar;

¢. metakukan evaluasi dan laporan program dan kegiatan Sub Bagian
Evaluasi dan Pelaporan;

f. melakukan fugas lain yang diberikan oleh Sekretaris seguai
ketentuan dan/atay peraluran perundang-undangan yang berlaku.

(3) Sub Bagian Administrasi dan Umum, mempunyai tugas :

a. melakukan penyusunan Tencana progvam dan kegiatan Sub Bagian
Adminsitrasi dan Umum;

b. melakukan pengelolaan urusan tata usaha sural tenyurat dan
kearsipan;

melakukan pengelolaan urugan rumah tangga:

mielakukan pengelolaan urusan keuangan;

mclakukan pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga:
T melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian;

2 melakuakan penyusunan evzluasi dan laporan kegiatan Sub Bagian
Adm.inish'asidanUmum;

o o©

3]

Bagian Kedua
Inspektur Pembanty Wilayah I
Pasal 10

(1) inspektur Pembanty Wilayah 1 mempunyai tugas menyelenggarakan
scbagian tugas dan fungsi  Inspekiorar dalam menyelenggarakan
pengawasan terthadap pelaksanaan unisan  pemerintahan daerah,

(2) Inspektur Pembanty Wilayah | sebagaimana dimakand pada ayat (1)
mempunyat wilayah kerja pembinaan dan pengawasan pada :
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Dinas Penwlidikan;

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura;
Diinas Peternakan Perikanan dan Kelautan,

Badan Perencanaan Pembangunan Dacrah

Bagian Pernerintahan Umuun dan Otonomi Dacrah Setda;
Bagian Pemerintahan Desa Setda;

Bagian Hukum Setda;

Bagian Hubungan Masyarakat dan Keprotokolan Setda,
Kantor Lingkungan Hidup;

Rumah Sakit Umum Cimacan Kelas D

Kecamatan Naringgul;

K.ecamatan Sindang Barang;

. Kecamatan Kadupandak;

Kecarnatan Cijaty;

Kecamatan Cibeber;

Kecanatan Sukaluyw;

Kecamatan Cugenang,

Kecamatan Cianjur,

Kelurahan Bojong Herang;

Kelurahan Solok Pandan;

Desa dalam Wilayah Kecamatan Naringgul, Sindang Barang,
Kadupandak, Cijati, Cibeber, Sukaluyu, Cugenang dan Cianjur.

Pasaj 11

(1) Dalam melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat
{1), Inspektur Pembantu Wilayah 1 menyclenggarakan fungsi :

a.
b.

i.

penyusunan program dan kegiatan Inspektur Pembaniu Wilayah I,

pengusulan penetapan program dan kegiatan Inspekiur Pembanhs
Wilayah I;

pengkoordinasian dan pelaksanaan pengawasan pemerintah wilayah [
bidang pembangunan,

pengkoordinasian dan pelaksanaan pengawasan pemerintah wilayah 1
bidang pemerintahan;

pengkoordinasian dan pelaksanaan pengawasan pemeriniah wilayah I
bidang kemasyarakatan,

pengkoordinasian dan pelaksanaan pembinaan, pengawasan terhadap
penyelenggaraan pemerintzhan  desa dan pelaksanaan urusan
pemerintahan desa;

pelaksanaan pemeriksaan, psngusutan, pengujian dan penilaian tupas
pengawasan wilayah 1 bidang pembangunan, pemerintahan dan
kemasyarakatan,

pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan program dan kegiatan
Inspekiur Pernbantu Wilayah §;

pefaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspekiur sesual dengan
ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana tersebut pada ayat (1),
Inepekiur Pernbantu Wilayah [, dibantu oleh

a.

b,

C.

Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pembangunan Wilayah I;
Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pemerintahan Wilayah I;
Seksi Penpawasan Pemerintah Bidang Kemasyarakatan Wilayah I



Pasal 12

Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pembangunan Wilayah I, mempunyai
tugns :

a. melakukan penyusynan program  dan kegiatan seksi Pengawasan
Pernerintah Bidang Pembangunan Wilayah [;

program dan  kegistan Inspektur Pembantu Wilayah 1 g bidang
Pengawasan pemerintah bidang pembangunan wilayah I

¢. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan pemerintah wilayah
I bidang pembangunan;

d. melakukan penyiapan  bahag pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan,
pengujian dan penilaian RIgas pengawasan wilayah ] bidang pembingunan;
¢. melakukan penyiapan bahan koordinas; peniyusunan evaluasi dan laporan

pefaksaraan program dan kegiatan Inspektur Pembantu Wilayah I bidang

f melakukan evaluasi dan laporan pelaksanazp program dan Legiatan Seksj
Pengawasan Pemerintah bidang pembangunan Wilayah I;

& mclakukan tugas lain yang diberikan oleh Inspekiur Pembantu Wilayah [

sestiai dengan Ketentuan dan/atay peraturan  perundang-undangan yang
berlaku.

Fasal 13

Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pemerintahan Wilayah I mempunyai
tugas :

4. melakukan penyusunan program dan kegiatan seks; Pengawasan
Pemerintah Bidang Pemerintahan Wilayah I;

b. melakukan penyiapan bahan koordinas penyusunan dan  penetapan
program dan kegiatan Inspektur Pembantu Wilayah [ di bidang
Pengawasan pemeriniah bidang pemerintahan;

¢. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan pemerintah wilayah
Toidang pemerintahan;

d. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan  pemeriksaan, pengusutan,
pengujian dan pentlaian tugas pengavwasan wilayah I bidang pemerintahan;

¢. melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan gvaluasi dan laporan

pelaksanaan program dan kegiatan Inspektur Pembanty Wilayah [ bidang
pemerintahan;

. melakukan evaluasi dan taporan pelaksanaan program dan Kegiaian Seks;
Pengawasan Pemerintah bidang pemerintahan Wilayah T,

g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur Pembantu Wilayah I
sesuat dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang

betlaku.
Pasal 14

Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Kemasyarakatan Wilayah L, mempunyai
Tugas

d. mekukan penyusunan program dan kegiatan Seksi Penpawasan Pemerintah
Bidang Kemasyarakatan Wilayal



. mlakukan penyiapan bahan koordinasi penynsunan dan  penétapan
program dan kegiatan Inspektur Pembanty Wilayah I di bidang
pengawasan pernerintzh bidang kemasyarakatan;

- melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan pemerintah wilayah
I bidang kemasyarakatan;

. mlakukan penyiapan bahan pelaksanaan pemeniksaan,  pengusutan,
pengujian  dan  penilaian  tugas pengawasan wilayab 1 bidang
kemasyarakatan;

- miakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan evaluasi dan laporan

pelaksanaan program dan kegiatan Inspektur Pembantu Wilayah I bidang
kemasyarakatan;

melakukan evaluasi dan laporan pelaksanaan program dan Legiatan Seksi
Pengawasan Pemerintah bidang pemerintahan Wilayah [;

. maelakukan tugas lain yang diberikan olsh Inspektur Pembantu Wilayah 1
seavai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang

berlaku.
Bagian Ketiga
Inspekiur Pemnbantn Wilayah II
Pasa] 15

{1) Inspektur Pembanty Wilayah I mempunyat fugas menyelenggarakan

nebagian tugas dan fungsi Inepcktorat dalam menyclenggarakan
pengawasan  terhadap pelakeanaan urusan pemecrintahan  daerah,
pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa «an
pelaksanaan urusan pemerintahan Desa.

(2) Inspektur Pembanty Wilayah II yang dimaksud pada ayal (1) mempunyai

wilayah kerja pembinaan dan pengawasan pada

Dinas Kesehatan;

Dinas Kehutanan dan Perkebunan;

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

Dinas Perindustrian dan Perdagangan;

Badan Kepegawaian Pendidikan daa Pelatihan Daerah;

Bagian Koperasi, Perdagangan, Perindustrian dan Pariwisata Setda;
Bagian Pertanian, Perhutanan, Perikanan dan Peternakan Setda;
Bagian Pembangunan Infrastruktur dan Lingkunan Hidup Seida;
Bagian Pengendalian Administrasi Pembangunan Setda;

Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat:
Kecamatan Cidaun;
Kecamatan Sukanagara;
. Kecamatan Pagelaran;
Kecamatan Tanggeung;
Kecamatan Pasir Kuda;
Kecamatan Ciranjang;
Kecamatan Hawrwangi;
Kecamatan Pacet;
Kelurahan Muka;
Kelurahan Pamoyanan;
Dcesa dalam Wilayah Kecamatan Cidaun, Sukanagara, Pagelaran,
Tanggeung, Pasir Kuda, Ciranjang, Haur Wangi dan Pacet.

CChErOoWOoOIyoRTIFREDEAD O
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Pusg] 16

(1) Dalam melaksanakan tugas sebhagaimana dimakaud pada Pasal 15 ayat
(1), Inspektur Pembanty Wilayah IT, menyelenggarakan fungs; -

. penyusunan program dan kegiatan Inspektur Pembani Wilayah I

b. pengusulan penctapan program dan kegiatan Inspekiyr Pembantu
Wilayah II;

€. pengkoordinasian dan pelaksanaag pengawasan pemerintah wilayah I
bidang pembangunan;

d. pengkoordinasizn dan pelaksanaan pengawasan pemerintah witayah IT
bidang pemetintahan;

¢ pengkoordinasian dan pelaksanaan Pengawasan pemerintah wilayah II
bidang kemasyarakatan;

I pengkoordinasian dan pelaksanaan pembinaan, pengawasan terhadap
penyclenggaraan  pemerintahan desz  dan  pelaksanaan Wrusan
pemerintahan desa;

2. pelaksanaan pemeriksaan, Pengusutan, pengujian dan penilaian fugas
pengawasan wilayah II bidang pembangunan, pemerintahan dan
kemasyarakatan;

h. pelaksanaan evalyasi dan laporan pelaksanaan program dan kegiatan
Inspektur Pembanny Wilayah IT;

i pelaksanaan tugas lain Yang diberikan oleh Inspektfur sesuaj dengan
ketentuan danvatau peraturan perundang-undangan yang berlaku,

(2) Uniuk menyelenggarakan fungsi scbagaimana tersebut pada ayat (1),
Ingpekiur Pernbaniy Wilayah II, dibantu oleh :

a. Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pembangunan Wilayah IT;
b. Secksi Pengawasan Pemerintaly Bidang Pemerintahan Wilayah I;
. Sekst Pengawasan Pemerintah Bidang Kemasyarakatan Wilayah IT.

Pasal 17

Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pembangunan Wilayah I, mempunya;
fugas :

a. melakukan peryusunan program dan Kegiatan aeksi Pengawazan
Pemerintah Bidang Pembangunan Wilayah II;

b. melakukan penyiapan bahan koordinas penyusunan dm  penctapan
Prograim dan kegiatan Inspektur Pembanty Wilayah T dj bidang
pengawasan pemerintah bidang pembangunan

€. melakukan penyiapan bahan koordinas; Penyusunan evaluasi dan laporan
pelaksanaan program dan kegiatan Inspektur Pembantu Wilayah II bidang
pembangunan; -

f. melakukan evaluasi dan taporan pelaksanaan program dan kegiatan Seksi
Pengawasan Pemerintah bidang pembangunan Wilayah [I;
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& melakokan tugas lain yang diberikan oieh Inspektur Pembantu Wilayah Tf

scsuai dengan ketentuan dan/atag peraturan perundang-undangan yang
berfaku.

Pasal 18

Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pemermtahan Wilayah II, mempunyai
tugas ;

a.

molakukan penyusunan program dan kegistan scksi Pengawasan
Pemerintah Bidang Pemerintahay Wilayah II;

melakukan penyispan bahan koordinasi penyusunan dan  penctapan
program dan kegiatan - Inspoktur Pembantu Wilayah T di bidang
pengawasan pemerintah bidang pemerintahan;

melakukan penyiapan bahan pelzksanaan pengawasan pemerintsh wilayah
II bidang pemerintahan:

melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan,
pengujian  dan penilaian  tugas pengawasan wilayah 1 bidang
pemenintahan;

melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan evaluasi dan laporan
pelaksanaan program dan kegiatan Inspektur Pembantu Wilayah 11 bidang
pemerintahan;

melakukan evaluasi dan laporan pelaksanaan program dan kegiatan Sekaj
Pengawasan Pemerintah bidang pemerintahan Wilayah IT:

melakukan tugas lain yang diberikan olch Inspekiur Pembanty Wilayah 11

sesuai dengan ketentwan dan/atau peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Pasal 19

Seksi  Pengawasan Pemerintah Bidang Kemasyarakatan Wilayah I,
mempunyai tugas :

a.

melakukan penyusunan program dan kematan Scksi Pengawasan
Pemerintah Bidang Kemasyarakatan Wilayah T,

melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan dan  penctapan
program dan kegiatan Inspektur Pembantu Wilayah O di bidang
pengawasan pemerintah bidang kemasyarakatan:

melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan pemerintah wilayah
[ bidang kemasyarakatan;

melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pemeriksazn, pengusutan,
pengujian  dan  penilaian  tugas pengawasan  wilayah I bidang
kemasyarakatan;

melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan evaluasi dan laporan
pelaksanaan program dan kegiatan Inspektur Pembantu Wilayah I bidang
kemasyarakatan;

melakukan evaluasi dan laporan pelaksanaan program dan kegiatan Seksi
Pengawasan Pemerintah bidang pemerintahan Wilayah IT;

melakukan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur Pembantu Wilayah I

sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
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Bagian Keempat
Inspektur Pembanta Wilayah HI
Pagal 20

(1} Inspektur Pembantu Wilayah II1 mempunyai tigas menyclenggarakan
scbagian  fugas dan  fungsi Inspekiorat datam menyelenggarakan
pengawasan  terthadap pelaksanasn  urusan pemerintahan  daerah,

pelaksanaan pembinaan atag penyclenggaraan pemerintahan desa dan
pelaksanaan wsrusan pemerintahan Desa,

{2) Inspektr Pembantu Wilayah [I1 yang dimaksud pada ayat (1) mempunyai
witayah kerja pombinaan dan pengawasan pada :

L

™ho®

=

a8 s o

=

Dinas PU Binamarga; °

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi:

Dinag Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;

Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pertambangan;
Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;

Bagian Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan
Perempuan Setda;

Bagian Keagamaan, Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Setda;
Bagian Sosial, Keschatan, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Setda:
Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B;

Kantor Arsip dan Perpusizkaan Daerah;

Akademi Keperawatan;

Kecamatan Leles,

Kecamatan Cibinong;

Kecamatan Campaka Mulya;

Kecamatan Campaka;

Kecamatan Cilaku:

Kecamatan Bojong Picung:

Kecamatan Cipanas;

Kecamatan Cikalong Xulon;

Kelurahan Sawahgede;

Desa dalam Wilayah Kecamatan Leles, Cibinong, Campaka Mulya,
Campaka, Cilaku, Bojong Picung, Cipanas dan Cikalong Kulon,

Pasal 21

(1) Dalam melaksanakan tugas sehagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat
(1}, Inspektur Pembantu Wilayah II1, menyelenggarakan fungsi :

a
b

penyusunan program dan kegiatan Inspekiur Pembantu Wilayah [IT:

pengusuian peretapan program dan kegiatan Inspektur Pembantu
Wilayah [II;

gkoordinasian dan pelaksanaan pengawasan pemenintah wilayah HJ
hidang pembangunan;
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d. pengkoordinagian dan pelakaanaan pengawagan pemerintah wilayah
1 bidang pomerintahan:

£ pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas

pengawasan wilayah I bidang Pembangunan, pemerintahan dan
kemasyarakatan:

h. pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan program dan kegiatan
Inapektur Pembantu Wilayah I17:

i. pelaksanaan tugas bin yang diberikan oleh Inspektur sesyai dengan
ketentuan dan/atay peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana terschut pada ayat (1),
Inspekiur Pembangy Wilayah IT1, dibantu ofeh -

a. Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pembangunan Wilayah I,
b. Secksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pemerintahan Wilayah i,
C. Seksi Penpawasan Pemerintah Bidang Kemasyarakatan Wilayah L

Pasal 22

Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pernbangunan Wilayah I, mempunyai
ugas :

& melakukan penyusunan program  dan  kegiatan seksi Pengawasan
Pemerintah Bidang Pembangunan Wilayah I3

b. melakukan penyiapan bahan koordinasi penyvsunan dan penetapan
program dan kegiatan Ispektur Pembanty Wilayah I di bidang
pengawasan pemerintah bidang pembangunan;

¢. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan penpgawasan pemerintah wilayah
OT bidang pembangunan:

d. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pemeniksaan, pengusutan,
peagujian  dan  penilaian tugas pengawasan wilayah [IZI bidang
pembangunan;

e. melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan evaluasi dan laporan
pelaksanaan program dan kegiatan Inspektur Pembantu Wilayah IT bidang
pembangunan;

f. melakukan evaluasi dan laporan pelaksanaan program dan Kegiatan Seksj
Pengawasan Pemerintah bidang pembangunan Wilayah ITT;

g melakukan tugas lain yang diberikap oleh Inspekiur Pembantu Wilayah I
sesual dengan ketentuan dan/atau petaturan perundang-undangan yang

berlaku,
Pasal 23

Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pemerintahan Wilayah I, mernpunyai
tugas

a. melakukan penyusunan program dan  kegiatan seksi Pengawasan
Pemerintah Bidang Pemerintahan Wilayah IM;
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k. melakukan penyiapan bahan koordinas pényusunan dan  penetapan
program dan kegiatan Inapekiur Pembanty Wilayah I dj bidang
pPengawasan pemerintah bidang pemerintahan;

€. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan pemerintah wilayah
III bidang pemerintahan;

¢. melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan evaluasi dan laporan
pelaksanaan program dan kegiatan Inspoktur Pembantu Wilayah I bidang
pemerintahan: )

f. melakukan evaluasi dan laporan pelaksanaan Program dan kepiatan Seksi
Pengawasan Pemerintah bidang pemerintahan Wilayah [TI;

Pasal 24

Sekst  Pengawasan  Pemerintah Bidang Kemasyarakatan Wilayah 1L
mempunyai tugas

a. melakukan penyusunan program dan Kkegiatan Seksj Pengawasan
Pemerintah Bidang Kemasyarakatan Wilayah IIT:

b. melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusuman dan penetapan
program dan kegiatan Inspektur Pembanty Wilayah I di bidang
pengawvasan pemerintah bidang kemasyarakatan;

¢. melakukan penyiapan bahan pelaksanzan pengawagan pemerintah
wilayah III bidang kemasyarakatan;

d. melakokan penyiapan bahan pelaksanaan Pemeriksaan pengusutan
pengujian  dan  penilaian Wigas pengawasan wilayah I bidang
kemasyarakatan:

¢. melakukan penyiapan bahan koordinas; penyusunan evatuasi dan laporan

pelaksanaan program dan kegiatan Inspektur Pembanty Wilayah ITT bidang
kemasyarakatan;

f. melakukan evaluasi dan laporan pelaksanaan program dan kegiatan Seksi
Pengawasan Pemerintah bidang pemerintahan Wilayah IIT;

g melakukan tugas lain yang diberikan oleh Inspektuy Pernbantu Wilayah ITI
sesuai dengan ketentuan dan/atay peraturan perundang-undangan yang
Bagian Kelima
Inspektur Pembanty Wilayah I'v
Pazal 25

{1) Inspektur Pembanty Wilayah IV mempunyai tugas menyelenggarakan
sebagian tugas dan fungsi Ispektorat  dafam menyelenggarakan

(2) Inspektur Pembantu Wilayah IV yang dimaksud pada ayat (1) metnpunyai
wilayah kerja pembinaan dan Pengawasan pada :
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Sckretariat DPRD;

Dinas Tata Ruang Permukiman;

Dinas Kebudayaan dan Pariwigata;

Dinas Perpajakan Dacrah;

Dinas Koperasi, Uszha Mikro, Kecil dan Menengah,;

Badan Pemberdayaan Magyarakat Desa dan Ketahanan Pangan;
Bagian Penyusunan Rencana Anggaran dan Pendapatan Dacrah Setda;
Bagian Kas dan Perbendaharaan Setda;

Bagian Organisasi Setda;

Bagian Pengelolaan Assct dap Administrazi Urnum Setda;
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja;

Badan Usaha Milik Daerah;

- Kecamatan Agrabinta;

Kecamatan Cikadu; -

Kecamatan Takokak;

Kecamatan Gekbrong;

Kecamatan Warung Kondang;

Kecamatan Mande;

Kecamatan Sukarestni;

Kecamatan Karang Tengah;

Kelurahan Sayang;

Desa dalam Wilayah Kecamatan  Agrabinta, Cikadu, Takokak,
Gekbrong, Wanmg Kondang, Mande, Sukaresmi dan Karang Tenpah.

Pasal Z6

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1),
Inspektur Pembantu Wilayah Iv, menyelenggarakan fimgsi :

a.
b.

pemyusunan program dan kegiatan Inspektur Pembantu Wilayah [V:

pengusulan penctapan program dan kegiatan Inspektur Pembann,
Wilayah I'V;

pengkoordinasian dan pelaksanaan pengawasan pemerintah wilayah [V
bidang pembangunan;

pengkoordinasian dan pelaksanaan Pengawasan pemerintah wiltayah IV
bidang pemerintahan;

pengkoordinasian dan pelaksanaan pengawasan pemerintal wilayah I'v
bidang kemasyarakatan;

pengkoordinasian dan pelaksanaan pembinaan, pengawasan terhadap
penyelenggaraan pemerintahan  desa  dag pelaksanzan  umsan
pemcrintzhan desa;

pengawasan wilayah IV bidang pembangunan, pemerintahsn dan
kemagyarakatan;

pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan program dan kegiatan
Inspektur Pembantu Wilayah TV;

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Tnspeldur sesuai dengan
ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Untuk menyelenggarakan fungsi scbagaimana tersebut pada ayat (1),
Inspektur Pembantu Wilayah IV, dibanty oleh -

a.

b,
c.

Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pembangunan Wilayah [V ;
Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pemerintahan Wilayah Iv :
Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Kemagyarakatan Wilayah v
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Pasal 28

Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pembangunan Wilayah IV, mempunyai
tugas :

melakukan  penyuswnan  program  dan kegiatan seksi Pengawaaan
Pemerintah Bidang Pembangunan Wilayah I'V;

melakukan penyiapan bahar koordinasi penyusunap dan  penelapan
program dan kegiatan Inspektur Pembantu Wilayah IV di bidang
pengawasan pemerintah bidang pembangunan;

melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengawaran pemerintah wilayah
IV tidang pembangunan;

melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan
pengujian dan penilaian tugas pengawasan wilayah IV bidang
pembangunan;

melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan evaluasi dan laporan
pelaksanaan program dan kegiatan Inspektur Pembantu Wilayah IV bidang
pembangunan;

melakukan e¢valuasi dan laporan pelaksanaan program dan kegiatan Seksi
Pengawasan Pemerintah bidang pembangunan Wilayah Iv:

melakukan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur Pembanm Witayah I'v

sesual dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Pasal 29

Seksi Peigawasan Pemerintah Bidang Pemerintahan Wilayah IV, mempunyai
tugas :

a

b.

melakukan penyusunan program dan kegiatan scksi Pengawasan
Pemerintah Bidang Pemerintahan Wilayah IV,

melakukan penyiapan bahan ¥oordinasi penyusinan dam  penetapan
program dan kegiatan inspektur Pernbantu Wilayah IV di bidang
pengawasan pemerintah bidang pemerintahan;

melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan pemerintah wilayah
IV bidang pemerintahan;

melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pemeriksaan,  pengusutan,
pengujian  dan  penilaian tugas pengawasan wilayah IV  bidang
pemerintahan;

melakukan penyiapan bahan koordinasi peryusunan evaluzsi dan laporan

pelaksanaan program dan kegiatan Inspektur Pernbantu Wilayah IV bidang
pemerintahan;

melakukan evaluasi dan laporan pelaksanaan program dan kegiatan Seksi
Pengawasan Pemerintah bidang pemerintahan Wilayah I'V;

melakukan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur Pembantu Wilayah IV

seabai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Pasal 30

Scks1 Pengawasan Pemerintah Bidang Kemasyarakatan Wilayah IV,
mempunyai fugas :
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a. melaknkan penyusunan program  dan kegiatan Scksi Pengawasan
Pemerintah Bidang Kemasyarakatan Wilayah TV;

b. melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan dan  penetapan
program dan kegistan Inspektur Pembantu Wilayah IV di bidang
pengawasan pemerintah bidang kemasyarakatan;

. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan peagawasan pemerinfah wilayah
IV bidang kemasyarakatan;

6. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pemeriksaan, penguautan,

pengujian  dan penilaian tugas pengawasan wilayah IV bidang
kemasyarakatan;

¢. melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan evaluasi dan laporan

pelaksanaan program dan kegistan Inspoktur Pembantu Wilayah TV bidang
kemasyarakatan;

f melakukan evaluasi dan laporan pelaksanaan program dan kegiatan Sekai
Pengawasan Pemnerintah bidang pemerintahan Wilayah IV;

g melakukan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur Pembaniu Wilayah TV

sesuzi dengan ketentuan dan/atay peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Bagian Keenam
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 31

Pada Inspekiorat dapat dibentuk jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan
dan/atau peraturan perundang undangan yang berlaku.,

Pasal 32

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan scsuaj
dengan jenis jabatan fungsional yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan
perundang-undangan yvang berlala.
Pagal 33
(1) Kelompok jabatan fungsional terdini dari sejumlah jabatan fiunggional
yang terbagi dalam berbagai kelompok sewuai dengan bidang keahliannya.
(2) Setiap kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) Pasal ini, dikoordinasikan olch tenaga fungsional senior yang ditunjuk
oleh Ingpekiur,

(3) Jumlah tenaga fongsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal
ini, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabasan tenaga fungsional akan diatur kemudian sesuai
dengan perafuran perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
TATAKERJA
Bagian Pertama
Umum
Pasal 34

(1} Dalam melaksanakan tugasnya Inspektr wajyib menerapkan prinsip
koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkup Enspeltorat
maupun dengan perangkat dacrah terkait lainnya serta dengan semua unsur
dh lingkungan pemerintah daerah.
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(2) Sekretariz  dan Inspektur Pembanty  dafam melaksanakan tugaanya
bertanggungjawab kepada Inspektur.

(3) Kepala Sub Bagian dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab

kepada Sckretaria, dan Kepala Scksi bertanggungjawab kepada Inspektur
Pembantu masing-masing.

{4) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Inspektorat wajib
mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila
terjadi penyimpangan agar menigambil langkah-tangkah yang diperiukan

scsuai dengan ketentwan dan/atay peratran perundang-undangan yang
berlaky.

(5) Setiap pimpinan satuan organisagi di lingkungan inspektorat bertanggung
Jawab memimpin dag mengkoordinasikan bawahannya masing-masing
serta memberikan bimbingan dan pefunjuk bagi pelaksanaan tagas.

(6) Setizp pimpinan satuan organisasi i lingkunpan inspeltorat wajib
mengikuti dan memanyli petunjuk sesuai dengan visi dan mis; inspcktorat

sewaktu-waktu.

(7) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari
bawahan Rasing-masing wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan
penyusinan laporan lebih Lanjut serta memberikan petunjuk  dan atan
arahan kepada bawahan

(8) Inspektur menyampaikan laporan kepada Bupati melajui Sekretaris
Daerah.

{9) Dalam menyampaikan laporan kepada Bupati, fembusan laporan Inspektur
dapat disampaikan kepada satuan Ofganisasi yang secara fungsional
mempunyai hubungan kerja.

Bagian Kedua
Hal Mewakili
Pasal 35

(1) Sekretaris mewakili Inspektur datam batas-batas kewenangan Yang
dilimpahkan apabila Inspektur berhalangan melaksanakan tugasnya,

(2) Palam hal Sekretaris berhalangan melaksanakan fugas Inspektur yang
dimaksud pada ayat (1), Inspeknar  dapat menunjuk satah satu [nspektur
Pembantu untuk melaksanakan tugas Inspekiur sesuai dengan kewenangan

{3) Apabila scorang pimpinan satuan organisasi di linglungan Inspektorai
berhalangan  melaksanakan tugas, maka Yang bersangkutan  dapat
menunjuk seorang pejabat satu tingkat lebih rendah di bawahnya.

BAB VI
PEMBIAY AAN
Pasal 36

Pembiayaan Inspekiorat berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah
scrta sumber pembiayaan lainnya sesuaj dengan ketentuan dan/atan perataran
perundang-undangan yang berlaku,
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BAD VI
KEPEGAWALAN
Pasal 37

(1) Pengangkatan dan pemberhentian Inspektur serta para pemangku jabatan
lainnya dalam hngkungan Isnpektorat dilakukan sesuai dengan ketentuan
danfatau peraturan perundang-undangan vang berlaku,

(2} Inspektur berfanggungjawab dalam hal perencanaan, rengelolaan dan
pemtinaan kepegawaian,

(3} Ketentuan lain mengenai masalah kepegawaian distur sesuai dengan
kelentuan dan‘utay peratiran perundang-undangan yauy berlaku.
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 38

(1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini. maka segala ketentuan dan‘atau

peraturan yang bertentangan denpgan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak
herlaku.

{2) Hal-hal lain yang belum cukup diatr dalam Peraturan Bupati ini akan diatur
dan diletapkan kemudian oleb Bupati.
Pasal 39
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 16 Januari 2009

BUPATI CIANJUR,

Capittd.-

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 16 Januari 2009
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BERTTA DAERAT KABUPATHN CIANJUR NOMOR 17 TATIUN 2009,



